
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR I$" TAHUN 2019
 

TENTANG
 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
 
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
 

NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI
 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
 

SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji , Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 
Penerima Pensiun atau Tunjangan juncto Pasal 
10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2019 tentang Teknis Pernberian 
Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu 
dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang 
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji 
dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai 
Negeri Sipil , Pejabat Negara dan Anggota DPRD 
di Lingkungan Pemerintahan Daerah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a , perlu membentuk 
Pere.rure,n Bupe.ti tentang tclcnis pcmbcrian 
tunjangan hari raya , gaji dan tunjangan 
ketigabelas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat 
Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 



Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin tahan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3 .	 Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 20] 9 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan 
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
92); 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada 
Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun 
dan Penerima Tunjangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507); 

5 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2(36) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20] 8 
ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
DaIam Negc ri N omOI 80 Tall u n 2015 Len Lang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

6.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 7 Tahun 20] 6 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 



Menetapkan 

Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2016 Nom or 16 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 16) . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN 
TUNJANGAN KETIGABELAS BAGI PEGA WAI 
NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH OI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1.	 Oaerah adalah Oaerah Kabupaten Lampung 

SeIatan. 
2.	 Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerin tahan oleh Pemerin tah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan . 
4.	 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah 
adalah Anggota OPRD Provinsi, Anggota D?RD 
Kabupaten dan Anggota DPRD Kota . 

5.	 Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil 
Gubernur, BupatijWali kota dan Wakil 
BupatijWali Kota serta pejabat negara lainnya 
yang ditentukan oleh peraturan perundang­
undangan. 

6.	 Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan 

7.	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PNS adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejaba t 
Pernbin a Kepcgawaian untuk mc::nduduki jabata n 

pemerintahan. 
8.	 Hari Raya adalah hari raya Idul Fitr i . 
9.	 Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan 

secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan 
bersamaan dengan gaji. 

10 .	 Gaji adalah hak pegawai ya ng diterima dan 



dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 
dari pemberi kerja kepada pegawai yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja , kesepakatan atau peraturan 
perundang-undangan. 

11.	 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna AnggaranjKuasa Penggua 
Anggaran (PAjKPA) atau pejabat lain yang 
ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Oaftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

12.	 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disebut SP2D adalah surat perintah ya ng 
diterbitkan oleh kantor pelayanan 
perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa 
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM . 

BAB II
 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
 

TUNJANGAN KETIGA BELAS
 

Pasal 2 

(1)	 PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan 
Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga 
Belas. 

(2)	 PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak terrnasuk 
PNS yang sedang menjalani cuti di luar 
tanggungan negara atau ditugaskan di luar 
instansi pemerintah daerah. 

Pasal 3 

(1)	 Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara 
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) 
bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya. 

(2)	 Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 
(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
dibayarkan sebesar pengahasilan yang 
seharusnya diterima karcria berubahnya 
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap 
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari 
Raya. 

(3)	 Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, 
Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan 
sebesar penghasilan pada bulan Juni. 



(4)	 Dalam hal penghasilan pada bulan juni 

seba ga im a n a dimaksud pada ayat (3) belum 
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 
diterima karena perubahan pen ghasilan , kepada 
yang bersangkutan tetap diberikan selis ih 
kekurangsn penghasilan ketiga belas . 

(5)	 Pengha s ilan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 
dan ayat (3) diberikan ba gi PNS , Pejabat Negara 
dan An ggota DPRD m eliputi gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunj angan jabatan a ta u 
tunjangan umum dan tu nj a nga n kin erja a tau 
sebu tan la innya ; 

(6)	 Dalam hal penghasilan pada bulan juni 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
dibayarkan sebesar penghasilan yang s eha ru snya 
diterima karena perubahan pen gha silan, kepada 
yan g bersangku tan tetap diberikan selisih 
kekurangan pengha silan ketiga bela s . 

BAB III
 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
 

TUNJANGAN KETIGA BELAS
 

Pasal4 

(1)	 Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara 
d an An ggota DPRD dibayarkan pal ing cepa t 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal h ari raya . 

(2)	 Dalam h al Tunj angan Hari Raya sebagaimana 
d imaksud pad a ayat (1) belum d a p at dibaya rkan, 
Tunjangan Hari Raya dibayarkan se telah tanggal 
Hari Raya . 

(3 )	 Gaji d an Tunjangan Ketigabela s untuk PNS , 
Pejabat Negara dan An ggota DP RD dibaya rkan 
pada bulan Juni. 

Pasal 5 

Proses Penerbitan dan pengajuan S PP, SPM dan SP2D 
Tunj angan Hari Raya , Gaj i dan Tunj angan ketiga Be las 
dil akukan sesuai dengan peraturan perunda n g­
undangan yang berlaku . 

BABIV
 
PENDANAAN
 

Pa sa! 6 

Pendana an pemberian tunjanga n h ari r aya, gaJl dan 
tunjangan ketiga belas dapat bersumber dari : 
a .	 An ggaran Pendapatan d an Be!anja Da era h ; 
b .	 Sumber pembiayaan la in yang sah dan tida k 

m engikat. 



BABV
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 7 

Peraturan Bu pa ti ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahu inya, m emerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kali anda 
padatanggal 16 Mei 201 9 

Pit. BUPATL~JJ1dI'&-.l::..U,NGSELATAN, 

-

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 16 Mei 019 
SEKRETARIS DAE H KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

FREDY SM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 20 19 NOMOR 


